
BUPATI MAGD「AN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KESE」 AHTERAAN BAGI
KEPALA DESA,PERANGKAT DESA,DAN PERANGKAT KELURAHAN NON PNS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI MAGEIAN,

a. bahwa guna meningkatkan semangat, etos ke..ja, dan
kesejahteraan dipandang perlu memberikan bantuan
peningkatan kesejahteraan bagi Kepala Desa, perangkat
Desa, dan Perangkat Kelurahan Non pNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Magetan;

b. bahwa pemberian bantuan peningkatan kesejahteraan
bagr Kepala Desa, 'perangkat Desa, dan perangkat
Kelurahan Non pNS di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Magetan telah dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan
Tahun Anggaran 2Ol3 pada pos Bantuan Keuangan
kepada Desa;

bahwa sesuai ketentual pasal S huruf a Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan

Negara dan Pasal S ayat (f) dan ayat (21 huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O11,
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Mengingat

Bupati selaku Kepala Pemerinta_han Daerah dan

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ApBD;

d. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud pada

huruf a, b, dan c perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Pemberian Bantuan peningkatan Kesejahteraan

bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dal perangkat

Kelurahan Non PNS di Lingkungan pemerintah

Kabupaten Magetan Tahun Anggarar 2Ol4;

1. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 19SO tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 19SO Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 273O);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42g6);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4

Perbendaharaan Negara (L.embaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 43SS);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang_
Undang Nomor 12 Tahun 2OOg tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

tentang

Republik

Lembaran



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 teritang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan kmbaran

-Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahal kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor Sg Tahun 2O0S

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457g);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539 );

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2O06 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas peratural Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6;

1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O 14

tentang Pembentukan produk. Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun
2O13 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2OL4 ( lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2Ol3 Nomor 12 );
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⌒ Menetapkan

13. Peratural Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2Ol3 tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dal Belanja Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2Ol4 ( Berita Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2O13 Nomor 6l) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terkahir dengan peraturan

Bupati Nomor 2l Tahun 2Ol4 tentang prubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 20 1 3

tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O14 b( Berita Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 2l);

MEMUTUsKAN:

PERATURAN BuPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN

PENINGKATAN KESE」 AHTERAAN BAGI KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, DAN PERANGKAT KELURAHAN NON

PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan pemberian Bantuan
Peningkatan Kesejahteraan bagi Kepala Desa, perangkat
Desa, dan Perangkat Kelurahan Non pNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Angga ran 2014.

Pasa1 2

Bantuan peningkatan kesejahteraan sebagaimana
dimaksud dalam pasal I adalah sebesar Rp. 2l2.gOO,OO
(dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Pasal 3

Pemberian bantuan peningkatan kesejahteraan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 dikenakan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 27 Jrt-i 2014
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Diundangkan di Magctan

pada tangga1 21」 uli 2014

Plti SEKRD「ARIS DAERAH KABUPATEN

SUMANTRI
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